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ABSTRAK 
PRASETYA ADIMAKAYASA, B11110354, Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi kasus 
putusan No.714/Pid.B/2013/PN.MKS), dibawah bimbingan Bapak 
Prof.DR.Muhadar,S.H.,M.s selaku pembimbing I dan Bapak Abd. 
Azis.S.H,M.H sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan dalam putusan Nomor : 714/Pid.B/2013/PN.MKS dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam 
perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan 
nomor. 714/Pid.B/2013/PN. MKS. 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan 
perkara pencurian dengan pemberatan ini serta mengambil salinan 
putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi 
kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature, dan peraturan 
perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang 
akan dibahas dalam skripsi penulis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan hukum 
pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penerapan 
ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 363 KUHPidana ayat (1) 
ke-5 telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, 
keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat 
jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. (2) Pertimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor 
:714/Pid.B/2013/PN.MKS telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua 
unsure pasal dalam dakwaan pasal 363 KUHPidana ayat (1) ke-5, serta 
keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. 
Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana memperhatikan hal-hal 
yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa, sehingga 
hukuman yang diberikan sudah setimpal dengan perbuaatan terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tertuang 
secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) 
perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 
hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas 
kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem 
konstitusi (hukum dasar), hukum absolutisme (kekuasaan yang tidak 
terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) amandemen 
ketiga UUD NKRI 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh 
setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan 
hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak 
bertentangan dengan hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat 
dalam UUD NKRI 1945 serta peraturan perundang-undangan 
dibawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan rakyat.  
Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai 
ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta 
kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua 
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adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh 
warga negara Indonesia. 
Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian 
hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah 
peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau 
keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana 
(sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana 
identik dengan hukum yang mengatur pelanggaran yang menyangkut 
kepentingan umum. Sebagai contoh kasus-kasus seperti 
pembunuhan, pencurian dan penipuan. kasus-kasus tersebut 
tergolong ke dalam pelanggaran pidana. 
Salah satu jenis pelanggaran dalam hukum pidana yaitu tindak 
pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana). Oleh karena itu, 
negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam 
kaitannya mengenai harta benda. Perlindungan terhadap hak milik 
berupa harta benda dipertegas, dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28H 
ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik 
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 
sewenang-wenang oleh siapa pun”.   
Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi 
adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun 
yang di dalam doktrin sering disebut gequalificeerde diestal atau 
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pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk 
undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. 
Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan 
salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kalangan 
masyarakat, di mana hampir terjadi di setiap daerah-daerah di 
Indonesia seperti halnya di kota Makassar. 
Akhir-akhir ini warga di kota Makassar sangat diresahkan oleh 
maraknya terjadi aksi pencurian di rumah-rumah warga. Pelaku 
pencurian dengan pemberatan yang lebih sering melakukan kejahatan 
pencurian dimalam hari kini juga sering melakukan aksinya disiang 
hari. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan 
pencurian dengan pemberatan menempati urutan teratas diantara 
jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka 
dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan sehingga 
perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat mengatasi kejahatan 
pencurian dengan pemberatan yang senantiasa jumlah kasusnya 
semakin banyak. 
Kejahatan pencurian termuat dalam buku KUHPidana, telah 
diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari 
kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), kejahatan 
pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), kejahatan pencurian 
dengan kekerasan  (Pasal 365 KUHPidana), kejahatan pencurian 
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dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), kejahatan pencurian di 
dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana). 
 Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik 
untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum hakim dan 
pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
(Studi Kasus Putusan Nomor 714/Pid. B/2013/PN.  Makassar)  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus 
perkara No.714/Pid.B/2013/PN.MKS ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan dalam studi kasus putusan Nomor 
714/Pid.B/2013/PN.MKS. 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
memutuskan perkara No.714/Pid.B/2013/PN.MKS. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut : 
1. Dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi 
hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum 
pada umumnya. 
2. Dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, 
serta masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan 
hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan 
istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 
sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-
undang (selanjutnya disingkat uu) merumuskan suatu uu 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai 
istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Istilah tindak pidana adalah  suatu pengertian yang mendasar 
dalam hukum pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap 
telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh uu. Tindak pidana 
berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu 
Strafbaarfeit.   
Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat di pidana. Terdapat tujuh istilah yang digunakan 
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sebagai terjemahan dari strafbaarfeit yakni  tindak pidana, peristiwa 
pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana (Adami 
Chazawi 2001 : 69). 
Menurut Vos (Adami Chazawi, 2001: 72 ) “strafbaarfeit adalah 
suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan”.  
Menurut Van Hamel, (Lamintang, 1984:47) mengemukakan 
bahwa: 
Arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini 
adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab 
ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum 
yang harus ditegakkan oleh negara. 
Sedangkan Menurut Simons, (Evi Hartanti, 2005 : 5) 
merumuskan bahwa : 
Strafbaarfeit adalah “Tindakan melanggar hukum yang dengan 
sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 
Adapun istilah yang digunakan Moejatno (Adami chazawi, 2001: 
71) dalam menerjemahkan strafbaar feit adalah istilah perbuatan 
pidana, merumuskan bahwa :  
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
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berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. 
Berdasarkan pendapat diatas pengertian tindak pidana yang 
dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana 
senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau 
melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh 
aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan 
tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau 
sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang 
yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap 
setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, 
dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai 
pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dengan melihat  
dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoretis dan sudut pandang 
uu. Teoretes artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut uu adalah 
bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumusan menjadi tindak 
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan 
yang ada.  
a. Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah (Adami chazawi, 
2001:79) : 
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1. Perbuatan  
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan 
orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa 
tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. 
Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya 
pada umumnya dijatuhi pidana.  
Berdasarkan rumusan Vos unsur-unsur tindak pidana adalah 
(Adami Chazawi, 2012:65) : 
1. Kelakuan manusia 
2. Diancam dengan pidana 
3. Dalam peraturan perundang-undanagan 
 
b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU 
Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku tiga 
memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan 
dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan 
walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHPidana tentang 
penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang 
dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali tidak 
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dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. 
Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik 
sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus 
untuk rumusan tertentu. 
Berdaarkan rumusan-rumusan tindak pidana KUHPidana, 
terdapat 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi 2001:82) yaitu: 
1. Unsur tingkah laku; 
2. Unsur melawan hukum; 
3. Unsur kesalahan; 
4. Unsur akibat konstitutif; 
5. Unsur keadaan yang menyertai; 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9. Unsur objek hukum tindak pidana; 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.  
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Dalam perkara tindak pidana pasti ditemukan beragam tindak 
pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu disengaja 
maupun tidak disengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan 
atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut  (Adami chazawi, 2001 : 
121) : 
a.) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan 
(misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran  (overtredingen) 
dimuat dalam buku III; 
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Dalam Wetboek van strafrecht (selanjutnya disingkat Wvs)  
Belanda (1886), telah terdapat pembagian tindak pidana antara 
kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas concordantie 
dioper kedalam WvS Hindia Belanda (1918)  kini KUHP. Sebelum 
WvS tahun 1886, di Belanda dikenal tiga jenis tindak pidana, yaitu 
misdaden (kejahatan), wanbedrijven (perbuatan tercela), dan 
overtredingen (pelanggaran), yang mendapat pengaruh dari code 
penal Perancis (1810), yang membedakan tindak pidana kedalam 
tiga jenis, yakni crime (kejahatan), delits (perbuatan tercela), dan 
contravention (pelanggaran). Alasan pembedaan antara kejahatan 
dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada 
kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada 
pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi 
berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih 
didominasi dengan ancaman pidana penjara. 
b.) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materiil; 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai 
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syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, 
siapa yang menimbulkan akibat  yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya 
tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud 
perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada 
syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud 
membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi 
pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau 
tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi 
hanyalah percobaan pembunuhan. 
c.) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja dan tindak pidana tidak di sengaja; 
Tindak pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana 
yang dalam rumsannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak di 
sengaja (culpose delicten) adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya mengandung unsure culpa. 
d.) Berdasarkan macam perbuatan-perbuatannya, dapat di bedakan 
antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
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komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana 
omisi; 
Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana 
yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif (disebut 
juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan 
disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang 
berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, 
perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar 
tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHPidana adalah tindak 
pidana aktif.  
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif 
hmurni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana 
pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau 
tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif, misalnya Pasal 224, 
304, 522. Sementara itu, Tindak pidana pasif yang tidak murni 
berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana 
positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau 
tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi 
dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat 
itu benar-benar timbul. 
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e.) Berdasarkan saat dan jagka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi  dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus; 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau 
waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. 
Misalnya pencuria (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, 
tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.  Sebaliknya 
ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga 
berlangsungnya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni 
setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung 
terus, yang disebut juga dengan  voordurende dellicten. Tindak 
pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan 
suatu keadaan yang terlarang. 
f.) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus; 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana 
materiil (buku II dan buku III KUHPidana). Sementara itu tindak 
pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar 
kodifikasi KUHPidana. 
 
15 
 
g.) Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria  (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.); 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar 
tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. 
Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu 
yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 
tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) 
atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya. 
h.) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) 
dan tindak pidana aduan (klacht delicten); 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap 
pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang 
berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana 
yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan 
untuk terlebih dahulu adanya pengaduan  oleh yang berhak 
mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilya dalam 
perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu 
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atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh 
orang yang berhak. 
i.) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok,tindak pidana yang 
diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana yang dibentuk 
menjadi : 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk standar; 
2) Dalam bentuk yang diperberat; 
3) Dalam bentuk ringan 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, 
sementara itu pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, 
tidak mengulang kembali  unsur-unsur bentuk pokok itu, 
melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau 
pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan 
unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas 
dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya  atau faktor 
peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap 
bentuk yang diperberat  atau yang diperingan itu menjadi lebih 
berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. 
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j.) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi; 
Sistematika pengelompokan hukum pidana bab per bab dalam 
KUHPidana didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat 
disebutkan misalnya dalam buku II. Untuk melindungi 
kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk 
rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk 
melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi 
penguasa umum, dibentuk kejahatan umum (Bab VIII), untuk 
melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi 
dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII), penggelapan 
(Bab XXIV), Pemerasan dan pengancaman (Bab XXIV), 
pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya. 
k.) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. 
Tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya 
pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, Bagian terbesar 
tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. 
18 
 
Sementara itu yang dimaksud tindak pidana berangkai adalah 
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
dipandang sebagai selesai dan dapat dan dapat dipidananya 
pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.  
B. Tindak Pidana Pencurian 
1. Unsur –unsur Tindak Pidana Pencurian 
Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II 
KUHPidana ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang 
memuat semua unsur  dari tindak pidana pencurian. 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 362 
KUHPidana yang berbunyi (Lamintang, 2009:1): 
Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau 
seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud 
untuk maksud untuk menguasai benda tersebut secara 
melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun 
atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus 
rupiah. 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang 
diatur Pasal 362 KUHPidana terdiri atas unsur subjetif dan unsur-unsur 
objektif sebagai berikut (Lamintang 2009:22) : 
a. Unsur-unsur objektif berupa : 
1) Unsur barangsiapa  
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini 
menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formiil. 
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Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi 
semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, maka 
karena bersalah telah melakukan tinda pidana pencurian, ia dapat 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau 
pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah. 
 
2) Unsur mengambil 
Unsur mengambil ini merupakan het voornamste element atau 
merupakan unsur yang terpenting atau unsur yang terutama 
dalam tindak pidana pencurian kerena rumusan Pasal 362 
KUHPidana mengandung larangan untuk melakukan suatu 
perbuatan tertentu, yakni perbuatan mengambil. Dari adanya 
unsur perbuatan yang dilarang mengembil ini menunjukkan 
bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formiil. Mengambil 
adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang 
dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang 
pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang 
kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, 
memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan 
memindahkannya ktempat lain atau kedalam kekuasannya. 
3) Unsur sebuah benda  
Kata goed atau benda itu oleh para pembentuk kitab undang-
undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, 
ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 
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KUHPidana saja melainkan juga didalam rumusan dari lain- lain 
tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, 
pengrusakan, dan ain-lain. Pada mulanya benda-benda yang 
menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam 
MvT (Memorie van toelichting) mengenai pembentukan Pasal 362 
adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Bendabenda tidak 
bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah 
terlepas dari benda tetap dana menjadi benda bergerak, misalnya 
sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang 
telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang 
menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, 
sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang 
karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu 
pengertian lawan dari benda bergerak. 
 
4) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain  
Mengenai benda-banda kepunyaan orang lain, tidak perlu 
bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, 
melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda 
yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. 
Mengenai perbuatan mengambil benda yang sebagian 
kepunyaan orang lain itu banyak dilakukan oleh para petani di 
Indonesia, yang telah mengambil hasil-hasil dari sawah, kebun 
lading, tambak, dan lain-lain yang mereka olah bersama orang 
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lain atau dilakukan oleh para pemilik tanah dari tanah yang 
digarap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Orang lain 
ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian 
maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik 
suatu badan misalnya milik negara. 
 
b. Unsur-unsur subjektif   
1) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum 
Unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als 
oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua 
unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak 
terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang 
lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Gabungan dua unsur 
itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, 
pengertian memiliki tidak dapat mensyaratkan beralihnya hak milik 
atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, 
pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang 
melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini 
adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki 
adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai 
barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, 
berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri 
petindak sudah terkandung suatu kehendak   (sikap batin) terhadap 
barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. 
22 
 
Menurut Simons (Lamintang 2009:23), oogmerk  atau maksud 
dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana artinya naaste doel, 
dari kata met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te 
eigenen atau dengan maksud untuk  menguasainya secara 
melawan hukum. 
 
 Orang dapat mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan 
oogmerk sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk mengambil 
suatu benda kepunyaan orang lain. Maksud memiliki dengan 
melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan 
hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan 
mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki 
memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah 
bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, 
maka unsur melawan hukum dalam pencurian di golongkan 
kedalam unsur melawan hukum subjektif. Maksud adalah 
merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti 
mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong 
diartikan sebagai melawan hukum subjektif. Pada dasarnya 
melawan hukum adalah sifat tercela atau terlarang dari suatu 
perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat 
tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin 
dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan 
hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum 
formiil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat 
tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh 
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sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang 
menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus 
mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam uu. Sedangkan 
melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas 
hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak 
tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata 
lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau 
terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Pada 
tindak pidana pencurian, sebuah benda kepunyaan seseorang itu 
dapat berada pada oang lain, karena benda tersebut telah diambil 
oleh orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara 
melawan hukum. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian 
Tindak pidana pencurian terbagi dalam beberapa jenis, yaitu: 
a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana) 
Pencurian biasa diatur dalam Pasal  362 KUHPidana, jenis 
pencurian seperti ini adalah merupakan adalah merupakan bentuk 
pokok dari semua jenis pencurian, karena unsur-unsur dari jenis 
pencurian biasa ini juga harus dipenuhi oleh semua jenis pencurian 
yang terdapat dalam KUHPidana. Selanjutnya untuk mengetahui 
apakah suatu pencurian tergolong pencurian biasa, pemberatan, 
ringan atau kekerasan maka cukup yang menjadi perhatian adalah 
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kasus pencurian yang terjadi, apakah memenuhi unsur-unsur Pasal 
362 KUHPidana. 
Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan 
dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsurnya 
sebagai berikut  (Lamintang 2009:1): 
1) Mengambil, dalam kata ini terkandung makna sengaja 
(dolus) karena memakai awalan me- (kata kerja aktif) artinya 
pelaku harus membuat suatu tindakan untuk membawa 
barang itu kedalam kekuasaanya yang nyata. 
2) Sesuatu barang,barang itu tidak perlu bergerak asal saja 
dapat diambil dengan kata lain dijadikan bergerak. 
3) Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum, 
maksud disini harus diartikan sebagai sengaja tingkat 
pertama atau sengaja sebagai niat. Jadi dalam hal ini pelaku 
melakukan yang dapat mencapai maksud atau niatnya. 
 
b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana) 
Tindak pidan Pencurian dengan pemberatan dinamakan dengan 
pencurian berkualifikasi, artinya bahwa pencurian biasa  
(memenuhi unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana), akan 
tetapi tetapi jenis pencurian ini disertai dengan keadaan-keadaan 
tertentu. 
c. Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364  KUHPidana) 
Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 
KUHPidana diatas dapat diketahui, bahwa yang oleh undang-
undang disebut pencuri ringan itu dapat berupa: 
1) Tindak pidana pencuri dalam bentuk pokok; 
2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama; 
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3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan 
masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang 
hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan 
pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau telah memakai 
kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu. 
 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang 
berbunyi sebagai berikut  : 
1) Dipidana dengan pidana penjara paling selama-lamanya 
Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti 
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap 
orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, 
atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta 
dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada 
waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas 
benda yang telah dicuri; 
2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun 
jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari didalam 
sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan 
tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, 
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atau diatas jalan umum, atau diatas kereta api atau trem yang 
bergerak; 
3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, 
jika tindak pidana itu mengakibatkan matinya orang; 
4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh 
tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada 
tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu 
keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3. 
 
e. Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KHUPidana) 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367  
KUHPidana ini merupakan pencurian dalam kalangan keluarga. 
Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, 
misalnya apabila seorang suami atau istri melakukan sendiri atau 
membantu orang lain pencurian terhadap harta benda istri atau 
suaminya. 
3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
 Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 
KUHPidana. 
 Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan 
diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Pencurian dalam 
keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian 
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khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu 
sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan 
membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. 
Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang 
memberatkan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut 
gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh 
pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana 
yang rumusan aslinya sebagai berikut (Prodjodikoro Wirjono, 2003 : 
19) : 
a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: 
Ke-1 pecurian ternak, ke-2 pencurian pada waktu ada 
kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, 
gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, 
ke-3 pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh 
orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak, ke-4 pencurian yang dilakukan 
oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, ke-5 
pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan 
atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan 
membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci 
palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu. 
b. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3  itu disertai 
dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam 
angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-
lamanya Sembilan tahun. 
 
 Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 
1. Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana, 
2. Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHPidana 
yang meliputi : 
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a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana) 
Dalam Pasal 353 ayat (1) ke-1 KUHPidana unsur yang 
memberatkan adalah unsur ternak. Penafsiran terhadap pengertian 
ternak ini telah diberikan oleh undang-undang, yaitu Pasal 101 
KUHPidana. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak 
digunakan penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang 
diberikan oleh undang-undang itu sendiri. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHPidana, ternak diartikan 
sebagai hewan pemamah biak dan babi. Hewan memamah biak 
misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Sedangkan 
hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai dan sebagainya. 
Melihat isi Pasal 101 KUHPidana ini telah memperluas 
berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-1 tidak meliputi pluimvee seperti 
ayam, bebek dan sebagainya hewan yang justru biasanya diternak. 
Unsur ternak ini menjadi unsur yang memberatkan tindak pidana 
pencurian, oleh karena bagi masyarakat (Indonesia) ternak 
merupakan harta kekayaan yang penting. 
b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan 
atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana). 
Penafsiran terhadap unsur ini kiranya tidak terlalu sulit oleh 
karena apa yang dimaksud dalam pengertian kebakaran dan 
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sebagainya sudah sedemikian jelasnya. alasan untuk memperberat 
ancaman pidana atau pencurian ini adalah oleh karena peristiwa-
peristiwa tersebut menimbulkan kekacauan didalam masyarakat 
yang akan mempermudah orang untuk melakukan pencurian, 
sedangkan semestinya orang harus memberikan pertolongan 
kepada korban. 
Berlakunya Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana tidak perlu, 
bahwa barang yang dicuri itu adalah barang-barang disekitarnya 
yang karena adanya bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. 
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana 
tersebut dengan pencurian yang terjadi harus ada hubungannya, 
artinya pencuri itu benar-benar mempergunakan kesempatan 
adanya bencana tersebut untuk mencuri. Tidak amsuk dalam 
rumusan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana, apabila 
seseorang mencuri dalam sebuah rumah disuatu tempat dan 
secara kebetulan dibagian lain tempat itu, misalnya sedang terjadi 
bencana yang tidak diketahui oleh pelaku. 
c. Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 
yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang 
berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana). 
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Apabila diperinci dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, 
selain unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHPidana meliputi unsur-
unsur : 
1) Unsur malam 
Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya 
secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 
KUHPidana. Dengan demikian, penafsiran secara autentik 
berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan 
malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari 
terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana 
tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara 
definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 
KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut 
terjadi. 
2) Unsur dalam sebuah rumah 
Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai 
setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. 
Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari 
kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan,yang termasuk 
juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu 
atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tampat 
kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah 
31 
 
rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan 
sebagai kediaman. 
3) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya 
Agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian 
yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang 
melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan 
tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka 
orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini. 
Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang 
mempunyai tanda dimana dapat secaran jelas membedakan 
tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup 
juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup 
untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-
pekarangan lain yang terdapat disekitarnya. 
d. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum 
berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat 
(1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua 
orang atau secara bersama-sama.Pengertian bersama-sama 
menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau 
lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara 
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bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan 
oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada 
pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama 
apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta 
melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
KUHPidana. 
Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana 
tidak mengisyaratkan adanya kerja sama antara pelaku 
sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan 
pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya 
persetujuan dari pelaku. 
Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelasan 
berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 
KUHPidana adalah : 
1) Unsur membongkar 
Pengertian membongkar tidak diberikan oleh undang-
undang, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan 
membongkar harus dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana. 
Membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang 
menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan 
buatan dari suatu barang. 
2) Unsur merusak 
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Menurut Kartanegara (Lamintang, 2009: 49) memeberikan 
pengertian yang sama dengan pengertian membongkar, yaitu 
sebagai pengrusakan terhadap suatu benda. Hanya saja dalam 
istilah membongkar, kerusakan yang ditimbulkan relative lebih 
besar dibanding merusak. 
Pencurian dengan pengrusakan itu  merupakan suatu 
kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, 
dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal 
sepeti itu terdapat percobaan untuk melakukan suatu pencurian 
dengan pengrusakan. 
3) Unsur memanjat 
Sekalipun pengertian memanjat agak sulit dirumuskan dalam 
kata-kata, namun pengertiannya cukup jelas. Memanjat 
merupakan istilah yang secara umum diketahui oleh 
masyarakat.Istilah memanjat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 
KUHPidana pengertiannya sama dengan pengertian memanjat 
dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memanjat pohon, tebing 
dan sebagainya. 
Pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHPidana adalah 
masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak 
untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang 
dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan 
atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. 
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Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 
KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat berarti : 
a. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui 
lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak 
atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak 
dipergunakan untuk memasuki rumah. 
b. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang  didalam 
tanah secara popular, atau yang biasa disebut dengan istilah 
menggangsir, 
c. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit 
yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga 
terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian 
dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik keatas 
genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet 
barang dari luar dengan menggunakan kayu. 
4) Unsur anak kunci palsu 
Pengertian anak kunci palsu dirumuskan dalam ketentuan 
Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak 
kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak 
diperuntukkan untuk membuka kunci. 
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, 
pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, 
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paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka selot 
kunci. 
5) Unsur pakaian jabatan (seragam) palsu 
Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang 
yang tidak berhak untuk memakainya. Misalnya, apabila ada 
orang yang sebenarnya bukan anggota polisi,tetapi 
menggunakan seragam polisi dengan maksud agar dapat 
diperkenankan masuk rumah. 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi 
tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan 
pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai 
pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. 
Disamping itu, hukum penitensier juga berisi tentang sistem tindakan. 
Dalam usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan 
ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap 
berbagai kepentingan umum, secara represif disamping diberi hak dan 
kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk 
menjatuhkan tindakan (maatregelen). 
Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa 
penderitaan, perbuatannya hanyalah, perbuatan pada tindakan lebih 
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kecil atau ringan daripada pendeitaan yang diakibatkan oleh 
penjatuhan pidana. 
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana 
merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat 
dijatuhkannya kepada pelaku. 
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau 
beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 
perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana 
dalana hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan merupakan 
tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah 
berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan di 
sebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang 
secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-
perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi (Bambang 
Waluyo 2008 : 6). 
2. Pemidanaan 
Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum 
pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses 
mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan 
tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan 
seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap 
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kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaanpidana dan 
proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat 
dicela”, maka disini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” 
tersebut (Chairul Huda, 2006 : 125). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun tempat penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga 
Pengadilan Negeri Makassar yang berada di Kota Makassar. Alasan 
pemilihan lokasi penelitian Pengadilan Negeri Makassar, dengan 
pertimbangan bahwa, merupakan tempat diputuskannya perkara 
pidana dengan putusan nomor 714/Pid.B/2013/PN.MKS. 
B.  Jenis dan Sumber Data  
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data,yakni :  
a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara di Pengadilan Negeri Makassar. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh  dari Pengadilan Negeri 
Makassar mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (Field research) dan 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (Field 
research),yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan 
melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan 
hakim pengadilan negeri Makassar.Sedangkan penelitian kepustakaan 
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(library research),yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 
data sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah 
terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan 
berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam 
Keadaan Memberatkan Dalam Studi Kasus putusan Nomor : 
714/pid.B/2013/PN.MKS. 
1. Identitas Terdakwa 
Nama   : Iwan Bin Rahman 
Tempat Lahir  : Galesong 
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun/ Tahun 1992 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Tempat Tinggal : Kampung Bayoa Desa Galesong Selatan 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Buruh Harian 
Pendidikan  : SD 
2. Posisi Kasus 
Berikut adalah uraian mengenai posisi kasus dalam putusan 
No. 714/Pid.B/2013/PN.MKS yaitu sebagai berikut : 
Terdakwa Iwan Bin Rahman, pada hari Jumat tanggal 21 
Februari sekitar jam 14.00 wita, bertempat di jalan RSI Faisal X 
No.12 Makassar, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara 
melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan 
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atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melihat 
rumah saksi korban Abd. Wahab Aziz dalam keadaan kosong 
kemudian terdakwa mencungkil pintu rumah tersebut dengan 
menggunakan linggis lalu setelah pintu rumah tersebut terbuka 
kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu setelah berada 
didalam rumah kemudian terdakwa membuka lemari yang berada 
disalah satu kamar didalam rumah tersebut dengan cara 
mencungkil dengan menggunakan linggis, lalu setelah lemari 
tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil 20 (dua puluh) 
buah perhiasan emas imitasi yang berada didalam laci lemari 
tersebut setelah itu perhiasan emas tersebut dimasukkan kedalam 
tas yang dibawa terdakwa kemudian setelah perhiasan dimasukkan 
kedalam tas lalu terdakwa keluar melalui pintu rumah tempat 
terdakwa masuk kemudian meninggalkan rumah tersebut. Pada 
saat terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 
tas yang berisi perhiasan emas imitasi, terdakwa diteriaki pencuri 
oleh warga yang berada disekitar tempat tersebut hingga akhirnya 
terdakwa dikejar oleh waga kemudian ditangkap oleh warga. Atas 
perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Abd.Wahab 
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Aziz mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus 
Ribu Rupiah). 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Berdasarkan No. Registrasi perkara PDM-
304/Mks/Ep/04/2013, tertanggal 30 April 2013, maka jaksa 
penuntut umum mendakwa pelaku dalam bentuk dakwaan primair 
yaitu sebagai berikut :  
Dakwaan Primair 
Bahwa terdakwa Iwan Bin Rahman, Pada hari Jumat tanggal 21 
Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain ditahun 2013, bertempat dijalan RSI Faisal X 
No.12 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya 
secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat 
melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang 
diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, 
atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan 
cara-cara antara lain sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa 
melihat rumah saksi korban Abd.Wahab Aziz dalam keadaan 
kosong kemudian terdakwa mencungkil pintu rumah tersebut 
dengan menggunakan linggis lalu setelah pintu rumah 
tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah 
lalu setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa 
membuka lemari yang berada didalam salah satu kamar 
didalam rumah tersebut dengan cara mencungkil dengan 
menggunakan linggis, lalu setelah lemari tersebut terbuka 
kemudian terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buahperhiasan 
emas imitasi yang berada didalam laci lemari tersebut setelah 
itu perhiasan emas tersebut dimasukkan kedalam tas yang 
dibawa terdakwa kemudian setelah perhiasan tersebut 
dimasukkan kedalam tas lalu terdakwa keluar melalui pintu 
rumah tempat terdakwa masuk kemudian meninggalkan 
rumah tersebut. 
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- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut  
dengan membawa tas yang berisi perhiasan emas imitasi, 
terdakwa diteriaki pencuri oleh warga yang berada disekitar 
tempat tersebut hingga akhirnya terdakwa dikejar oleh warga 
kemudian ditangkap oleh warga. 
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas imitasi tersebut 
tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban 
Abd.Wahab Aziz sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut 
mengakibatkan saksi korban Abd.Wahab Aziz mengalami 
kerugian. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. 
Dakwaan Subsidiar 
Bahwa terdakwa Iwan bin Rahman, pada hari Jumat tanggal 21 
februari 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain ditahun 2013, bertempat dijalan RSI Faisal X No.12 
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya 
secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melihat 
rumah saksi korban Abd.Wahab Aziz dalam keadaan kosong 
kemudian terdakwa mencungkil pintu rumah tersebut dengan 
menggunakan linggis lalu setelah pintu rumah tersebut terbuka 
kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu setelah berada 
didalam rumah kemudian terdakwa membuka lemari yang 
berada didalam salah satu kamar didalam rumah tersebut 
dengan cara mencungkil dengan menggunakan linggis, lalu 
setelah lemari tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil 
20 (dua puluh) buah perhiasan emas imitasi yang berada 
didalam laci lemari tersebut setelah itu perhiasan emas tersebut 
dimasukkan kedalam tas yang dibawa terdakwa kemudian 
setelah perhiasan tersebut dimasukkan kedalam tas lalu 
terdakwa keluar melalui pintu rumah tempat terdakwa masuk 
kemudian meninggalkan rumah tersebut. 
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut  
dengan membawa tas yang berisi perhiasan emas imitasi, 
terdakwa diteriaki pencuri oleh warga yang berada disekitar 
tempat tersebut hingga akhirnya terdakwa dikejar oleh warga 
kemudian ditangkap oleh warga. 
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- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas imitasi tersebut 
tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban 
Abd.Wahab Aziz sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut 
mengakibatkan saksi korban Abd.Wahab Aziz mengalami 
kerugian. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana pada Pasal 362 KUHP. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim memutuskan 
sebagai berikut : 
a. Menyatakan terdakwa Iwan Bin Rahman terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian 
dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan 
primair kami 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Iwan Bin Rahman berupa 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan 
perintah tetap ditahan dalam rutan 
c. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) linggis 
- 1 (satu) buah tas hitam 
Dirampas untuk dimusnakan. 
- 20 (dua puluh) perhiasan emas imitasi berupa cincin, 
kalung, serta giwang. 
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Abd.Wahab 
Aziz 
d. Menetapkan agar tedakwa membayar biaya perkara sebesar 
sebesar rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah). 
 
5. Amar PutusaN 
Dalam perkara No.714/Pid.B/2013/PN.MKS, hakim memutuskan:  
 
MENGADILI 
 
- Menyatakan terdakwa IWAN BIN RAHMAN terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pencurian dengan pemberatan”; 
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- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) 
bulan; 
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) linggis, 1 
(satu) buah tas hitam, 20 (dua puluh) perhiasan emas 
imitasi berupa cincin, kalung, serta giwang, dikembalikan 
kepada yang berhak yakni saksi ABD.WAHAB AZIZ; 
- Membebankan terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). 
 
6. Analisis Penulis 
Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para 
penyidik yang telah dituangkan dalam surat dakwaan jaksa 
penuntut umum nomor: PDM–304/MKS/EP/04/2013 dan diterapkan 
dalam putusan nomor: 714/pid.B/2013/PN.MKS ini telah sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni 
Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan, meskipun terdapat juga dakwaan subsidair 
yaitu Pasal 362 KUHPidana, akan tetapi karena terpenuhinya 
semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam 
dakwaan primair, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk 
dibuktikan.   
Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan 
dakwaan primair jaksa penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-
5 KUHPidana  dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk 
kemudian diajukan dalam persidangan.  
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Tuntutan jaksa penuntut umum telah sesuai dengan pasal-
pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa Iwan bin Rahman dan 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan 
karena terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan 
berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa 
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam 
KUHPidana Pasal 363 ayat (1) ke-5. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 
maka sampailah pada pembuktian mengenai unsur- unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh karena dakwaan 
tersusun subsidaritas, maka akan dibuktikan terlebih dahulu 
dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 
KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
a. Unsur barang siapa 
Yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang atau 
subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak 
termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Dalam perkara ini terdakwa 
Iwan Bin Rahman yang dihadapkan dimuka persidangan dan 
identitas terdakwa telah diperiksa sebagaimana dalam dakwaan 
dan oleh terdakwa membenarkannya serta dipersidangan terdakwa 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu 
jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah 
menurut hukum. 
b. Unsur mengambil sesuatu barang 
Dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa serta bukti petunjuk, diperoleh fakta hukum 
bahwa pada hari Jumat tanggal 21 februari 2013 sekitar jam 14.00 
wita bertempat dirumah saksi Abd.Wahab Aziz dijalan RSI.Faisal x 
No.12 Makassar, bermula ketika terdakwa melihat rumah saksi 
Abd.Wahab Aziz dalam keadaan kosong kemudian terdakwa 
mencungkil pintu rumah tersebut dengan menggunakan linggis 
yang dibawa oleh terdakwa lalu setelah pintu rumah tersebut 
terbuka kemudian terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah 
perhiasan emas imitasi yang berada didalam laci lemari tersebut 
setelah itu perhiasan emas tersebut dimasukkan kedalam tas yang 
dibawa terdakwa kemudian setelah perhiasan emas tersebut 
kedalam tas lalu terdakwa keluar melalui pintu rumah tempat 
terdakwa masuk kemudian meninggalkan rumah tersebut, dimana 
pada saat terdakwa keluar dari rumah tersebut, terdakwa diteriaki 
pencuri hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh 
masyarakat disekitar tempat tersebut. 
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah 
menurut hukum. 
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c. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
Dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum 
bahwa benar barang berupa 20 (dua puluh) buah perhiasan emas 
imitasi yang diambil oleh terdakwa tersebut bukan milik terdakwa 
melainkan milik orang lain yakni saksi Abd.Wahab Azis.  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah 
menurut hukum. 
d. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum 
Dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum 
bahwa benar barang berupa 20 (dua puluh) buah perhiasan emas 
imitasi diambil oleh terdakwa tersebut tampa seizin dan 
sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Abd.Wahab Azis, oleh 
terdakwa telah nyata bermaksud untuk dimilikinya dan dari 
perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan 
hukum atau telah bertentangan hak dari orang lain. 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah 
menurut hukum. 
e. Unsur pencurian untuk masuk ketempat melakukan 
kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, 
dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu. 
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
bahwa benar sebeum terdakwa masuk kedalam rumah saksi 
korban Abd.Wahab Azis untuk mengambil brang berupa 20 (dua 
puuh) buah perhiasan emas imitasi tersebut yang mana terdakwa 
terlebih dahulu mencungkil pintu rumah milik saksi korban dengan 
menggunakan linggis hingga ahirnya pintu rumah tersebut terbuka 
lalu terdakwa masuk kealam rumah tersebut mengambil barang-
barang milik saksi korban. 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah 
menurut hukum. 
Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 
363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam dakwaan primair tersebut, 
maka dakwaan selanjutnya tidak perlu kami buktikan lagi. 
Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat 
dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu 
ditinjau tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah ada 
alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana. 
Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka 
persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan 
pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga 
perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana didakwakan kepadanya 
dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar 
Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam 
Studi Kasus Putusan Nomor : 714/Pid.B/2013/PN.MKS. 
1. Pertimbangan Hakim 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan 
dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam 
persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan 
objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan. Dalam amar putusan, hakim memutuskan dan 
menjatuhkan sanksi berupa : 
1. Menyatakan terdakwa Iwan Bin Rahman terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pencurian dengan pemberatan”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; 
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti di berupa : 1 (satu) linggis, 1 (satu) 
buah tas hitam, 20 (dua puluh) perhiasan emas imitasi berupa 
cincin, kalung serta giwang dikembalikan kepada yang berhak 
yakni saksi Abd.Wahab Aziz; 
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah). 
 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tersebut diatas : 
1. Hakim mempertimbangkan keberadaan terdakwa dalam tahanan 
sejak tanggal 8 mei 2013; 
2. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh 
penasehat hukum; 
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3. Hakim mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa secara lisan 
yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan 
dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji 
tidak akan mengulangi lagi; 
4. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa 
penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat 
dakwaan No.Reg. Perk: PDM–30/Mks/EP/04/2013/ tanggal 30 April 
2013 yang melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan Pasal 
362 KUHPidana; 
5. Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah 
mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) linggis, 1 
(satu) buah tas hitam, 20 (dua puluh) perhiasan emas imitasi 
berupa cincin, kalung, serta giwang dikembalikan kepada yang 
berhak yakni saksi Abd. Wahab Aziz dan saksi Dg.Gassing; 
6. Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa; 
a. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa Iwan Bin Rahman didepan persidangan yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari 
Jumat tanggal tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 14.00 
Wita bertempat dijalan RSI.Faisal X No.12 Makassar. 
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- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa 
melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa 
masuk kehalaman rumah tersebut kemudian terdakwa 
mencungkil pintu rumah tersebut dengan menggunakan 
linggis lalu setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa 
masuk kedalam rumah tersebut lalu setelah berada didalam 
rumah terdakwa mencari barang-barang berharga kemudian 
terdakwa membuka lemari yang terletak disalah satu kamar 
kemudian pintu lemari tersebut terdakwa cungkil dengan 
menggunakan linggis lalu setelah pintu lemari tersubut 
terbuka kemudian terdakwa mengambil perhiasan yang 
berada didalam laci lemari tersebut lalu memasukkan 
kedalam tas yang dibawa terdakwa kemudian terdakwa 
kemudian terdakwa keluar dan meninggalkan rumah 
tersebut. 
- Bahwa benar pada saat terdakwa keluar dengan membawa 
perhiasan tersebut dari dalam rumah saat itu terdakwa 
diteriaki pencuri sehingga saat itu terdakwa dikejar oleh 
warga disekitar rumah tersebut hingga akhirnya terdakwa 
ditangkap. 
- Bahwa benar pada saat terdakwa masuk kedalam rumah 
tersebut suasana rumah tersebut dalam keadaan kosong 
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dan terdakwa sebelumnya sering mengamati rumah tersebut 
dan sering melihat rumah tersebut dalam keadan kosong. 
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada 
pemilik barang tersebut untuk mengambil barangnya. 
- Bahwa benar 20 perhiasan emas imitasi yang diperlihatkan 
kepada terdakwa adalah benar perhiasan tersebut yang 
terdakwa curi pada saat itu. 
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut 
yakni hasil hasil curian hendak terdakwa jual kemudian uang 
hasil penjualan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-
hari. 
- Bahwa benar linggis dan tas tersebut milik terdakwa yang 
mana barang-barang tersebut terdakwa bawa lari dari 
tempat kerja terdakwa. 
7. Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
saling menunjukkan kesesuaian yang didukung pula oleh barang 
bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak 
pidana “Pencurian dengan pemberatan” 
a. Keterangan Saksi 
Saksi Abd.Wahab Aziz, S.H. Di depan persidangan, pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
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- Bahwa benar peristiwa pencurian yang saksi alami terjadi 
pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 
14.30 wita bertempat dirumah saksi dijalan RSI. Faisal 10 
No.12 Makassar. 
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut bernama Iwan 
yang mana barang milik saksi yang diambil berupa 
perhisan emas imitasi berupa gelang, kalung, cincin serta 
giwang. 
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara jelas cara 
terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana saksi 
ketahui dari penyampaian tetangga kepada saksi pada 
saat saksi pulang kerumah yang menyampaikan bahwa 
rumah saksi telah kecurian dan pencurinya telah 
tertangkap tangan dan setelah saksi memeriksa rumah 
ternyata pintu rumah telah rusak serta beberapa lemari 
telah rusak dan barang berupa emas imitasi yang ada 
didalam lemari/laci telah hilang. 
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan 
menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian 
pada saat itu. 
- Bahwa selain emas imitasi tidak ada lagi barang saksi 
yang hilang diambil oleh terdakwa. 
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- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut nanti 
pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 
18.30 wita  sewaktu saksi baru pulang kerja yang mana 
saksi ketahui atas penyampaian tetangga saksi yang 
mengatakan bahwa saksi mengalami kecurian dan 
pelakunya telah ditangkap dan dibawa kekantor polisi. 
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa emas 
imitasi adalah benar barang tersebut milik saksi yang 
diambil oleh terdakwa pada saat itu. 
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami 
kerugian sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. 
Saksi Dg.Gassing  
- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat 
tanggal 22 Februari 2013sekitar jam 14.30 wita bertempat 
dirumah Abd.Wahab Aziz dijalan Rsi. Faisal 10 No.12 
Makassar. 
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah Iwan, yang 
mana hal tersebut saksi ketahui karena pada saat itu saksi 
melihat terdakwa keluar dari dalam rumah Abd.Wahab Aziz 
dengan membawa sebuah tas dengan tergesa-gesa 
sehingga saat itu saksi mendengar teriakan dari seseorang 
yang mengatakan “pencuri” kemudian saksi bersama warga 
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setempat mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa 
berhasil ditangkap. 
- Bahwa benar seseorang yang diperlihatkan yang bernama 
Iwan adalah benar orang tersebut yang saat itu keluar dari 
rumah Abd.Wahab Aziz kemudian saksi kejar bersama 
dengan warga setempat. 
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 
perhiasan emas , linggis dan tas adalah benar barang 
tersebut yang dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa 
ditangkap. 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. 
8. Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan 
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan 
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materi; 
bagi saksi korban; 
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat; 
Hal-hal yang meringankan 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
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9. Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus 
dibebani pula membayar biaya perkara. 
2. Analisa penulis 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara 
terhadap hakim yang terkait dalam perkara dalam tulisan ini, maupun 
melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, maka 
penulis berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih 
dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta dalam 
persidangan, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis 
melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus ini yaitu 
Hakim Suprayogi, S.H pada tanggal 5 Desember 2013 untuk 
mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
menerangkan bahwa : 
 Hakim menerangkan bahwa tindak pidana pencurian dengan 
unsur-unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 
KUHP Hukumannya dipidana penjara maksimal tujuh tahun 
namun dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan 
hal-hal yang memberatkan dan hal-ha yang meringankan 
sehingga dalam memberikan putusan harus sesuai dan setimpal 
dengan perbuatan terdakwa. 
Penjatuhan pidana dalam kasus ini hakim memutuskan pidana 
berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan masa 
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penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya 
selama terdakwa berada dalam tahanan. Putusan hakim tersebut lebih 
ringan 3 (tiga) bulan  dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang 
menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam). Adapun 
pertimbangan hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun 3 (tiga) bulan karena sudah dianggap setimpal dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memperhatikan hal-
hal yang memberatkan dan meringankan. Putusan hakim yang 
menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dinilai 
penulis sudah tepat, karena sudah sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku, dimana Pasal 363 yang mengatur tentang 
pencurian dengan pemberatan dipidana dengan pidana penjara 
maksimal tujuh tahun, selain itu terdakwa juga menyesali akan 
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, namun dalam 
memberikan putusan pada kasus diatas hakim sangat memperhatikan 
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga 
hukuman yang dijatuhkan dianggap sudah setimpal dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Penerapan hukum pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 putusan No. 
714/pid.B/2013/PN.MKS tentang pencurian dengan pemberatan 
telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para 
saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa 
danggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan 
mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan 
nomor : 714/Pid.B/2013/PN.MKS telah sesuai, yakni dengan 
terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan Pasal 363 
KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaia 
ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-
hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi 
terdakwa, sehingga hukuman yang diputuskan sudah 
setimpal dengan perbuatan terdakwa. 
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B. Saran 
Adapun saran yang yang penulis dapat berikan sehubungan 
dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut : 
1. Majelis hakim sepatutnya mempertimbangkan fakta-fakta yang 
terungkap dipengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga 
hal-hal meringankan terdakwa sehingga putusan yang 
dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada terdakwa. 
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan penegak hukum 
selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada 
masyarakat umum agar masyarakat mengetahui dengan jelas 
hukuman yang diberikan dari tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan yang merugikan masyarakat itu sendiri dan 
merugikan diri kita sendiri apabila melakukannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Adami Chazawi, Cetakan ke-7, 2001, pelajaran hukum pidana 
bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 
Adami Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja 
Grafindo Persada. 
Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar 
grafika. 
Chairu Huda, 2006, Tiada pidana tanpa kesalahan, Jakarta, Jakarta 
Putra Grafika. 
Evi Hartanti, 2005, Tindak pidana korupsi,edisi kedua, Jakarta, 
Sinar Grafika 
Lamintang, P.A.F. 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indone  sia. 
Sinar Baru, Bandung 
Lamintang, P.A.F 1990.Dasar-Dasar hukum Pidana 
Indonesia,Bandung:Penerbit sinar baru 
Lamintang, 2009, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Jakarta, 
Sinar Grafika. 
Moeljatno, 2012, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, 
PT. Bumi Aksara. 
 
Sholehuddin, 2002, Sistem sanksi dalam hukum pidana, Jakarta, 
PT. Raja Grafindo Persada. 
62 
 
Wirjono prodjodikoro, 2003, Asaz-asas Hukum Pidana di Indonesia, 
Bandung, PT. Refika Adtama. 
Peraturan Perundang-Undangan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara. 
 
